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Ketua PARTAI POLITIK Se Kota Sawahlunto
di—

Sawahlunto

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B. IMBAUAN
Dalam rangka Pendaftaran, Persyaratan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 oleh Partai Politik atau Gabungan .Partai

Politik, Bawaslu Kota Sawahlunto mengimbau kepada Ketua Partai Poitik se Kota

Sawahlunto untuk dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Isu - isu Strategis yang harus diperhatikan pada saat pendaftaran dan pemenuhan
syarat Bakal Pasangan Calon seperti Persyaratan Pencalonan, Surat Tanda
Tamat Belajar/ljazah Asli Bakal Pasangan Calon yang dikeluarkan oleh yang
berwenang, Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dari Dokter dan Bebas
Penyalahgunaan Narkotika, Tidak sedang memiliki tanggungan Utang yang
menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, Tidak dinyatakan
Pailit dari Pengadilan Negeri, Tidak sedang dipidana dan dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari
Pengadilan Negeri, SKCK dari Kepolisian dan Calon Tidak Pernah Melakukan
Perbuatan Tercela serta Status Bakal Pasangan Calon yang masih berstatus ASN,
TNI, POLRI, Penyelenggara Pemilu, Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota
serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Ketentuan-ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota diantaranya adalah sebagai berikut :

a Pasal 180 avat (1) UU 10/2016 : “Setiap orang vang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi
Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan
Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

b. Pasal 180 ayat (2) UU 10/2016 : “Setiap orang yang karena jabatannya dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang
menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, .dan Walikota/Wakil
Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling
lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan
puluh enam juta rupiah)”’.

c. Pasal 186 A ayat (1) UU 10/2016 : “Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat
Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang
tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat
tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik
tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tuuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

d. Pasal 187 B UU 10/2016 : “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai
Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh
puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

e. Pasal 187 C UU 10/2016 : “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses
pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon
terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota
atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana
penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

f Pasal 181 UU 1/2015 : “Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui
bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau
menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda ;Saling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah)”.

g. Pasal 184 UU B8/2015 : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah

sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan
untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon

Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan
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pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah)”.

h. Pasal 191 ayat (1) UU 8/2015 : “Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang
dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai
dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan
denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

i. Pasal 191 ayat (2) UU 8/2015 : “Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang
dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai
dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan
denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

3. Diharapkan kepada Partai Politik yang akan mengusung Bakal Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota untuk dapat mengindahkan Imbauan ini.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

) !
LA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,
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